BAGIAN V

DASAR HUKUM

Tanah bagi masyarakat bangsa Indonesia mempunyai arti yang khusus, yang sering kali bersifat magis. Bila bangsa Indonesia menyebut lingkungan hidupnya dengan tanah tumpah darahku, hal ini memberikan gambaran betapa dalamnya hubungan batin antara manusia Indonesia dengan tanah tempatnya berpijak ( Siswono Yudohusodo, 1990).

Dasar hukum yang mengatur hak atas tanah di Indonesia telah ada sejak tanggal 26 September 1960 dengan adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( UUPA) dan Dinamika Pelaksanaannya.

Permasalahan Hukum Atas Tanah

Pelaksanaan UUPA  tersebut pada awalnya tidak berjalan lancer. Tantangan yang dihadapi menyangkut masalah ideologi yang berkisar pada hak milik privat (pribadi) dan hak milik kolektif (umum), bagaimana sebaiknya hubungan Negara RI dengan tanah wilayahnya, azas hukuk apa yang dianut. System privaat atau system kolektif yang sebaiknya digunakan untuk pengaturan kepemilikan.

Masalah hukum ini tidak hanya dipertentangkan di Indonesia. Sejak abad 18 masalah ini sudah dipertentangkan oleh para cendikiawan, antara lain:

1. Thomas Van Aquino cs berpendapat, bahwa hak eigendom privat atas tanah adalah hak kodrat tidak dapat diganggu gugat.

2. J.J. Rousseau cs berpendapat, bahwa system hak eigenom privat memberontak terhadap tuan tanah yang menguasai kehidupan mereka. Ia menghendaki hapusnya hak eigendom priva untuk diganti dengan eigendom kkolektif atas tanah ( Iman Soetiknjo, 1990, hal.11-16).

3. Grotus cs berpendapat, bahwa dalam keadaan kodrat yang asli, segala sesuatu itu adalah milik bersama.

4. Victor Catherein berpendapat, bahwa sesuai dengan kitab injil dinyatakan bahwa hak eigendom privat sejak dahulu sudah dikenal ( Cohen Mr. J.B, 1927).
Prof. Notonagoro merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah.

2. Hubungan yang tertua tampaknya hubungan kolektif dengan mengandung sifat-sifat privaat, tetapi tidak dapat dikatakan nama yang lebih primer.

3. Garis perkembangan subjek (perorangan, kesatuan kolektif) tidak tegas.

4. Sifat privaat-kolektif adalah relative tidak murni atau mutlak.

Kenyataannya sekarang terdapat adanya:

1. Milik privaat yang dibatasi.

2. Milik kolektif sebagai lanjutan keadaan kuno, tidak murni mengandung sifat-sifat privaat.

3. Milik kolektif sebagai hasil revolusi ( Iman Soetiknjo, hal 15).

Dalam penyusunan UUPA, sila-sila dari pancasila pada hakekatnya dipakai sebagai pedoman yang dijadikan pegangan. Pedoman-pedoman tersebut antara lain:

1. Bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah di wilayah Indonesia bersifat kodrat, (sila pertama sesuai pasal 1 ayat 1,2, dan 3 UUPA ).
2. Bahwa hubungan dengan tanah itu mempunyai sifat privaat  dan kolektif, ( sila kedua sesuai pasal 1 ayat 1, dan 2, pasal 2 ayat 1, serta pasal 4 dan 20 UUPA ).

3. Bahwa hanya dengan Indonesialah yang mempunyai hubungan yang terkuat dengan tanah di Indonesia, dengan tetap member kesempatan pada orang asing untuk mempunyai hubungan dengan tanah di Indonesia asal hubungan itu tidak merugikan bangsa Indonesia ( sila ketiga, sesuai pasal 9 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1).

4. Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mempunyai hubungan dengan tanah ( sila ke empat sesuai pasal 9 ayat 2).

5. Bahwa tiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk menikmati hasil bumi Indonesia ( sila ke lima sesuai pasal 9 ayat 2).

Hak-hak atas Tanah menurut UUPA: 

1. Hak-hak atas tanah yang pokok dalam UUPA adalah hak menguasai dari Negara dan hak milik perorangan.
2. Hak menguasai oleh Negara menurut pasal 2 ayat 2 UUPA member wewenang kepada Negara untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang-orang  dan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Untuk membatasi wewenang Negara yang sangat luas ini, maka Negara diwajibkan untuk menggunakan wewenangnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( pasal 2 ayat 3 ).

3. Sebelum merdeka, hubungan Negara dan tanah seperti tersebut menpunyai hak ulayat ( hak menguasai) atas tanah wilayahnya. Hak ulayat ini setelah RI merdeka, ditarik keatas menjadi hak menguasai ( hak ulayat) ditangan Negara (penjelasan UUPA).

4. Hak ulayat memberi wewenang kepada masyarakat hukum suku bangsa saat ini berupa:

a. Untuk mengambil manfaat dari tanah tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya, berburu maupun mencari ikan,dsb.
b. Bagi anggotanya, untuk keperluan sendiri berhak mengumpulkan hasil hutan, berburu, memiliki pohon buah-buahan yang tumbuh liar, apabila pohon itu dipelihara olehnya.
c. Menentukan lokasi pemukiman, pengembalaan, sawah, makan, dsb ( semacam tata guna lahan).
d. Untuk melarang suku bangsa lain, mengolah lahan, kecuali dengan izin kepala masyarakat hokum dengan member recognisi, selain itu melarang suku bangsa lain mempunyai hak milik atas tanah di wilayah suku bangsa.

Disamping wewenag tersebut, masyarakat hokum adat mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

5. Dalam pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Akan tetapi apabila tanah hak milik itu ditelantarkan, tidak diusahakan, maka tanah tersebut kembali dikuasai negara.

6. Agar hak milik atas tanah tidak digunakan sebagai alat kekuasaan perorangan untuk menindas, memeras kehidupan banyak orang. Maka:

a. Sesuai pasal 6 UUPA, menyatakan semua hak atas tanah menpunyai fungsi sosial,

b. Pembatasan luas tanah yang boleh dikuasai ( pasal 7 UUPA dan UU No. 56 Prp. 1960),

c. Sesuai pasal 10 UUPA, pemilik diwajibkan untuk mengerjakan/mengusahakan sendiri secara aktif tanah itu.

d. Sesuai pasal 18 UUPA, terdapat ketentuan bahwa untuk kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan Negara, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan member ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
7. Demikian juga dengan masyarakat hukum adat, jika salah satu anggotanya secara terus menerus mengusahakan tanah tersebut, lambat laun tanah tersebut dapat menjadi miliknya dibawah hak ulayat masyarakat hukum. Sebaliknya tanah milik yang ditelantarkan akan kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum.
8. Hak-hak tanah menurut hukum adat, seperti hak gogol, narawito dan hak milik, memberikan kedudukan sosial yang terhormat ini sebaliknya harus pula mempunyai kewajiban yang bersifat sosial (noblesse oblige).

Aplikasi Hak-hak Atas Tanah :

Bentuk penguasaan Juridis dari tanah ( Boedi Harsono, 1978, hal.22-24):

1. Badan hukum Indonesia

Dapat menguasai tanah dengan: hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau hak sewa. Hanya badan-badan hukum yang ditunjuk pemerintah saja yang boleh menguasai tanah dengan hak milik. Itupun tidak untuk keperluan penyelenggaraan perusahaan.

2. Badan Hukum Asing

Hanya dapat menguasai tanah dengan ha pakai atau hak sewa.

3. Perorangan Warga Negara Indonesia

Dapat menguasai tanah dengan hak apapun, kecuali hak pengelolaan.

4. Perorangan Warga Negara Indonesia

Hanya dapat menguasai tanah dengan hak pakai atau hak sewa.

Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diberikan oleh Negara. Hak pakai dapat diberikan oleh (seseorang) pemilik tanah atau pemegang hak pengelolaan. Perbedaan hak pakai dengan ketiga hak lainnya adalah tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak hipotik atau credietverband.

Hak milik member penguasaan atas tanah selama jangka waktu yang tidak terbatas. Sedangkan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai mempunyai jangka waktu yang dibatasi. Perpanjangan hak yang sudah berakhir pada azasnya tidak disertai syarat-syarat tambahan, selain pembayaran uang pemasukan dan biaya pendaftaran tanahnya. Dalam hal-hal tertentu dimana diperlukan dapat disertakan kewajiban untuk mengadakan penyesuaian penggunaan tanahnya dengan rencana tata guna lahan yang telah ditetapkan.

Penguasaan tanah secara illegal dapat dibebaskan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyesuaiannya terdapat dalam UU No. 51 (Prp) tahun 1960 tentang “ larangan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya sah” ( LN 1960 No. 158, penjelasannya dalam TLN No. 2106). Biasanya yang memperoleh tanah diminta untuk memberikan pesangon ( ongkos pindah).

Penerapan hak-hak atas tanah sesuai dengan realitas kehidupan seringkali terjadi kerancuan, karena beberapa ketidakjekasan aturan, sehingga pelaku-pelakunya dapat bermain dalam lingkaran grey area.
Beberapa ketidakjelasan tersebut antara lain:

1. Hak menguasai dari Negara tidak ada penjabarannya. Juga tidak  ada penjabaran, mengenai rakyat, apakah yang ekonomi lemah atau kuat.

2. Belum ada penjelasan yang kebih detail mengenai fungsi sosial dan kepentingan umum.

3. Peraturan pelaksanaan yang menjabarkan UUPA ini belum juga dibuat secara lebih detai, seperti pengaturan hak-hak sementara seperti sewa-menyewa masih saja dilakukan menurut hukum adat.
4. Pelaksanaan kepastian hak melalui penerbitan sertifikat sesuai pasal 19 UUPA sangat lambat dengan biaya tidak termi yang cukup tinggi.

5. Belum ada penjelasan mengenai tanah Negara.

6. Belum ada kejelasan mengenai tanah swapraja.

Pembuatan UU Tata Ruang di Indonesia

Kebijaksanaan penataan ruang di Indonesia mengacu pada:

1. Stadsvormings Ordonantie Tahun 1948

2. Stadvormings Verordening Tahun 1949

3. UUPA

4. UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah 

5. SKB Menteri Dalam Nereri dan Menteri PU No. 650-1595 dan No. 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung jawab Perencanaan Kota.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kota.

7. Keputusan Presiden mengenai Penataan Ruang Kawasan BOPUNCUR.

8. Keputusan menteri PU No. 640 Tahun 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota.

9. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Tugas-tugas ke PU-an kepada Pemerintah Daerah.

10. Surat Dit.Jen Cipta Karya kepada Walikota/Bupati No. 0203/1984 tanggal 15 September 1988.

11. Berbagai Edaran dari Kantor Menteri KLH, dan Meneteri Negara Perumahan Rakyat.

12. Peraturan-peraturan khusus lainnya.
Pada tanggal 13 Oktober 1992 diterbitkan pula UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang. Pada UU tersebut Penataan Ruang berdasarkan aspek administrasi meliputi ruang wilayah Nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pada tanggal 30 Desember 1997 penjelasan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diterbitkan ( PP No. 47 Tahun 1997).  Untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan Wilayah Kabupaten/KOtamadya Daerah Tingkat II masih belum cukup jelas, walaupun telah diterbitkan UU NO. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.























































































